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ABSTRAK 

Nurulloh Misbahul Ma’ruf, NIM 1223050134, 2026, Penarikan Objek Jaminan 

Fidusia Oleh Leasing Dihubungkan Dengan Pasal 15 Uu No. 42 Tahun 1999 

Tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-

Xvii/2019 (Studi Di Pt.X Cabang Bandung) 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan mekanisme penarikan objek 

jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 

yang membatasi pelaksanaan parate eksekusi. Setelah putusan tersebut, eksekusi 

hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan 

penyerahan sukarela dari debitur atau melalui mekanisme pengadilan. Perubahan 

tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik perusahaan 

pembiayaan. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan penarikan objek jaminan 

fidusia berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 setelah 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT X Cabang 

Bandung, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penarikan objek 

jaminan fidusia, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya 

yang dilakukan PT X Cabang Bandung dalam menghadapi perubahan hukum pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 

Kerangka teori penelitian didasarkan pada teori perjanjian, konsep 

wanprestasi, teori jaminan kebendaan, serta asas kepastian hukum dan keadilan 

sebagai dasar analisis terhadap pelaksanaan penarikan objek jaminan fidusia. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan 

spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan 

penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak PT X Cabang Bandung, 

kemudian dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penarikan objek jaminan 

fidusia di PT X Cabang Bandung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

18/PUU-XVII/2019 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum karena 

masih ditemukan pengambilan objek jaminan tanpa melalui pengadilan ketika 

debitur tidak kooperatif. Kendala yang dihadapi meliputi ketidakjelasan mekanisme 

pelaksanaan putusan, perbedaan persepsi aparat penegak hukum, lamanya proses 

pengadilan, serta risiko hilangnya objek jaminan. Untuk mengatasi kendala 

tersebut, PT X Cabang Bandung melakukan penyesuaian klausul perjanjian 

pembiayaan, penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP), pendekatan persuasif 

dan mediasi, restrukturisasi kredit, penjualan di bawah tangan, peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi dengan regulator dan aparat 

penegak hukum. Upaya tersebut menunjukkan adanya adaptasi terhadap perubahan 

regulasi, meskipun masih diperlukan kejelasan aturan dan konsistensi penegakan 

hukum guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. 
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